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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka 

Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2021 ini dapat tersusun tepat 

waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi 

dan misi organisasi.  

LKjIP Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2021 merupakan implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

Penyusunan LKJiP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi 

kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau 

kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 

Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan 

kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2021.Kami 

menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami 

mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.  

 LUBUK LINGGAU, 2 Januari 2022 

 Ketua, 

  

 IMAM SANTOSO, SH 

 

 



RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2021 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. Target kinerja yang harus 

dicapai Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2021 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan 

yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja 

(Renja) Tahun 2021. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap 

target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.  

Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada 

tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2021. Sasaran strategis 

tersebut diukur berdasarkan 17 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu 

Penetapan Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran 

strategis pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2021 dapat dilihat  dalam tabel berikut : 

NO SASARAN INDIKATOR 
TARGET 

% 
REALISASI 

% 
CAPAIAN 

% 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

1.1. Presentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 
1.2. Presentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 
1.3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat 
1.4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat 

waktu 
1.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding 
1.6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi. 
1.7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum peninjauan kembali. 
1.8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan 

dengan Diversi 
1.9. Index kepuasan pencari keadilan 

100 
100 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
45 

 
89 

100 
100 
93,1 
100 

 
97,4 

 
97,7 

 
99,6 

 
37,5 

 
95,0 

100 
100 
93,1 
100 

 
97,4 

 
97,7 

 
99,6 

 
83,3 

 
106,7 

Total Rata-Rata 92,6 90,8 97,2 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara  

2.1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang 
dikirim kepada para pihak tepat waktu. 

2.2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang 
dikirim kepada para pihak tepat waktu 

2.3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 
mediasi 

2.4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan 
Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

2.5. Persentase putusan yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah putus.  

100 
 

100 
 

45 
 

100 
 
 

89 

100 
 

100 
 

2,9 
 

100 
 

 
68,6 

100 
 

100 
 

6,6 
 

100 
 
 

77,1 

Total Rata-Rata 86,8 74,3 76,7 

3 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
3.2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

100 
 

100 

NA 
 

100 

NA 
 

100 
 

Total Rata-Rata 100 100 100 

4 Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

4.1. Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

45 NA 
 

NA 

Total Rata-Rata 45 NA NA 



Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2021 dinyatakan 

“Berhasil” dari sebanyak 4 sasaran yang terdiri dari 17 indikator, 12 indikator dinyatakan 

berhasil karena capaiannya di atas 85%, sedangkan 3 indikator dinyatakan belum berhasil dan 2 

indikator lainnya tidak bisa dilakukan penilaian.  

Indikator yang belum dinyatakan belum berhasil antara lain yaitu  

(1) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 

Capaian indikator ini sebesar 83,33%. Hal ini terjadi dikarenakan para pihak pada 

perkara pidana khusus anak tidak sepakat dilakakan diversi. 

(2) Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat 

Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus,  

Capaian indikator ini sebesar 77,18% hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 

2021, sering terjadi kerusakan pada server direktori putusan Mahkamah Agung 

sehingga putusan yang telah di upload pada Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) tidak dapat diakses oleh masyarakat dalam waktu 1x24 jam 

setelah putus. 

(3) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

Capaian indikator ini sebesar 6,66%, mediator telah mengupayakan untuk 

penyelesaian perkara dengan prinsip win win solution melalui mediasi, akan 

tetapi para pihak yang berperkara tidak menemukan kata sepakat pada saat 

pelaksanaan mediasi. 

Indikator yang tidak dapat dilakukan penilaian antara lain yaitu  

(1) Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 

(2) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 

Kedua indikator diatas tidak dapat dilakukan penilaian dikarenakan tidak terdapat 

permohonan prodeo dan permohonan eksekusi yang masuk ke Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau pada tahun 2021. 

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah direalisasikan anggaran yang 

berasal dari APBN sebesar Rp. 7.450.482.990 atau 99.06% dari pagu sebesar Rp. 7.521.165.000. 

Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian sasaran menunjukkan adanya 

efektivitas penggunaan anggaran.  
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PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
 

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945, disebutkan bahwa :  

1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; 

2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; 

3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan 

pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum; 

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa 

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI 

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

Tahun 2021 adalah tahun kedua dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau 2020 – 2024 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan 

tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”. 

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berisi tentang gambaran 

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai 

dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. 

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) 

dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur 

pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. 



Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok 

ukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program 

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Kedudukan Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara organisatoris, administratif dan finansial 

serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai 

ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. 

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di 

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas 

pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara-perkara pidana dan 

perdata yang dilimpahkan kepadanya. Selain itu, pengadilan juga diberikan tugas-tugas dan 

kewenangan lain berdasarkan undang-undang dasar diantara-Nya memberikan keterangan, 

pertimbangan dan nasihat hukum, kepada instansi pemerintahan, didaerah apabila diminta. 

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal 

yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi 1 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota 

Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempunyai 

fungsi, antara lain sebagai berikut :  

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 

2. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada 

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.  

3. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan 

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan 

dan administrasi peradilan. 



4. Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya. 

STRUKTUR ORGANISASI 

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya,  

disebutkan bahwa : ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja 

Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam 

Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015. 

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Negeri, terdiri dari : 

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 

3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan dan yang dipimpin oleh 

Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris. 

4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang panitera 

muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda 

Pidana serta Panitera Pengganti. 

5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub 

Bagian Umum dan Keuangan. 

SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 

tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah 

dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang 

telah ditetapkan di awal tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada 

tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa 

datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuklinggau disusun sebagai berikut : 



BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan 

fungsi serta struktur organisasi. 

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2021. 

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian 

kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap 

pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021. Dan uraian realisasi anggaran yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. 

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah 

(LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang 

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. 

 

PERENCANAAN KINERJA  

Tahun 2021 adalah tahun kedua dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau 2020 – 2024 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan 

tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035” . 

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berisi tentang gambaran 

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai 

dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. 

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) 

2010-2035” dan telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, 

pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari 

empat lingkungan peradilan. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok 

ukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program 

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. 



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 

VISI DAN MISI 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan 

untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Visi 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil 

dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 

September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya. Penjelasan : 

a) Pengadilan Negeri menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan Umum Khususnya ; 

b) Lubuklinggau, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri; 

c) Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, 

keluhuran; 

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Institusi yang 

dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan 

kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk 

memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau Lubuklinggau 

menguraikannya dalam 5 (lima) pilar misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau 

dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud 

dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau, adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

a) Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu 

sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Adapun Tujuan yang hendak dicapai 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 



Indikator :  

(1) Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;  

(2) Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;  

(3) Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;  

(4) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;  

(5) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; 

(6) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; 

(7) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali; 

(8) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi; 

(9) Index kepuasan pencari keadilan. 

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

Indikator : 

(1) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para 

Pihak tepat waktu; 

(2) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para 

Pihak Tepat Waktu; 

(3) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi; 

(4) Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK 

yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu ; 

(5) Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang 

Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus  

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

Indikator : 

(1) Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan; 

(2) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum); 

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 

Indikator : 

(1) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi). 

 

b) Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2024. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjadi 4 

(dua) sasaran strategis adalah sebagai berikut : 



1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan 

meningkatnya penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana, peningkatan 

penyelesaian perkara perdata dan pidana tepat waktu, peningkatan perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 

meningkatnya perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi, serta 

peningkatan index kepuasan pencari keadilan. 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan meningkatnya 

Salinan Putusan Perkara Perdata dan Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 

tepat waktu, meningkatnya Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi, 

meningkatnya Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu, serta Meningkatnya Putusan Perkara 

yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah Putus. 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

dengan peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan dan peningkatan Pencari 

Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum). 

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan dengan peningkatan 

Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi). 

 

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK 

Empat sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk 

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan 

pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :  

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai 

sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara. Kegiatan 

Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam pelaksanaan Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah Peningkatan manajemen peradilan 

umum yang terdiri dari : 

A. Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama 

(1) Pendaftaran Berkas Perkara; 

(2) Penetapan Hari Sidang Perkara Pidana; 

(3) Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan; 

(4) Pemeriksaan di sidang pengadilan; 



(5) Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa; 

(6) Minutasi dan Upaya Hukum; 

(7) Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama; 

(8) Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan 

Tingkat Pertama; 

B. Layanan Bantuan Hukum 

(1) Pos Bantuan Hukum 

2. Program Dukungan Manajemen  

Program Dukungan Manajemen diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran 

strategis, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya 

operasional perkantoran dengan baik dan penyediaan sarana prasrana yang 

memudahkan para pencari keadilan dalam menerima layanan informasi perkara secara 

pasti, transparan dan akuntabel melalui penyediaan sistem informasi. Kegiatan pokok 

yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 

A. Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 

(1) Gaji dan Tunjangan 

(2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

(3) Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah 

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 

(1) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam 

mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi 

dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan 

memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan 

yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya 

peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak 

dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja 

Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. : 

W6.U5/152/OT.01.1/I/2022, tanggal 26 Januari 2022 (sebagaimana terlampir). 



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021 

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu 

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama : 

NO SASARAN INDIKATOR 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan akuntabel 

a) Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 
b) Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 
c) Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 
d) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 
e) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 
f) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 
g) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. 
h) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi 
i) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan  

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara  

a) Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat 
waktu. 

b) Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat 
waktu 

c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 
d) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang 

diajukan secara lengkap dan tepat waktu 
e) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.  

3 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan 

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

4 Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan 

a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai 

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 

2021. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja 

Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. 

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan 

Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur 



pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Perjanjian Kinerja tingkat 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2021, adalah sebagai berikut : 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

1.1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 
1.2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 
1.3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 
1.4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 
1.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 
1.6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 
1.7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali. 
1.8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi 
1.9. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

pengadilan  

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
45% 
89 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara  

2.1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para 
pihak tepat waktu. 

2.2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para 
pihak tepat waktu 

2.3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 
2.4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK 

yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 
2.5. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.  

100% 
 

100% 
 

45% 
100% 

 
89% 

3 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
3.2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) 

100% 
100% 

4 Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

4.1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) 45% 

 

AKUNTABILITAS KINERJA 

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2021 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2021 dengan realisasinya. 

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2021 berdasarkan hasil 

pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut  

NO SASARAN INDIKATOR 
TARGET 

% 
REALISASI 

% 
CAPAIAN 

% 

1 Terwujudnya proses peradilan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

1.1. Presentase sisa perkara perdata yang 
diselesaikan 

1.2. Presentase sisa perkara pidana yang 
diselesaikan 

1.3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan 
tepat 

1.4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 
tepat waktu 

1.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum banding 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

93,1 
 

100 
 

97,4 
 

100 
 

100 
 

93,1 
 

100 
 

97,4 
 



1.6. Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum kasasi. 

1.7. Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum peninjauan kembali. 

1.8. Persentase perkara pidana anak yang 
diselesaikan dengan Diversi 

1.9. Index kepuasan pencari keadilan 

100 
 

100 
 

45 
 

89 

97,7 
 

99,6 
 

37,5 
 

95,0 

97,7 
 

99,6 
 

83,3 
 

106,7 

2 Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara  

2.1. Persentase salinan putusan perkara perdata 
yang dikirim kepada para pihak tepat waktu. 

2.2. Persentase salinan putusan perkara pidana 
yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 

2.3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 
mediasi 

2.4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan 
Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

2.5. Persentase putusan yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah putus.  

100 
 

100 
 

45 
 

100 
 
 

89 

100 
 

100 
 

2,9 
 

100 
 

 
68,6 

100 
 

100 
 

6,4 
 

100 
 
 

77,1 

3 Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
3.2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu 

yang mendapat Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100 
 

100 

NA 
 

100 

NA 
 

100 
 

4 Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan pengadilan 

4.1. Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

45 NA 
 

NA 

Rata-Rata 91,2 86,15 90,7 

 

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagaimana yang 

telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran dan indikator sebagai berikut : 

 
1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. 

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan 

Akuntabel merupakan sasaran utama dalam Rencana Strategis. Sasaran ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

peradilan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan mengukur tingkat penyelesaian 

perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. 

 

SASARAN INDIKATOR 
TARGET 

% 
REALISASI 

% 
CAPAIAN 

% 

Terwujudnya 
proses 
peradilan yang 
pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

1.1. Presentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 
1.2. Presentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 
1.3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat 
1.4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat 

waktu 
1.5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding 
1.6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi. 
1.7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum peninjauan kembali. 
1.8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan 

dengan Diversi 
1.9. Index kepuasan pencari keadilan 

100 
100 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
45 

 
89 

100 
100 
93,1 
100 

 
97,4 

 
97,7 

 
99,6 

 
37,5 

 
95 

100 
100 
93,1 
100 

 
97,4 

 
97,7 

 
99,6 

 
83,3 

 
106,7 

Rata-Rata 92,6 91,1 97,5 

 



Sasaran ini menggunakan 9 Indikator Kinerja Utama. Data pada Tabel di atas 

menunjukkan bahwa rata-rata capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada 

tahun 2021 sebesar 97,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau memiliki kinerja yang baik dalam mencapai sassaran mewujudkan 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

 
1.1. PRESENTASE SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN 

Proses penyelesaian perkara yang memerlukan waktu menyebabkan 

terjadinya tunggakan sisa perkara pada tahun yang akan datang. Selain perkara 

yang sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, penyebab lainnya 

terjadi tunggakan sisa perkara adalah terjadinya pelimpahan perkara atau 

perkara yang masuk pada akhir tahun. 

Sisa perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 15 perkara yang terdiri 

dari 12 perkara Perdata Gugatan dan 3 perkara Perdata Gugatan Sederhana. 

Pada tahun 2021 sisa perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya yang 

berarti bahwa target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya sebesar 100% 

dapat dicapai. 

 

TAHUN 
JENIS  

PERKARA 

SISA PERKARA 
TAHUN 

SEBELUMNYA 

SISA PERKARA TAHUN 
SEBELUMNYA YANG 

DISELESAIKAN 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 PERDATA 14 14 100% 100% 100% 

2020 PERDATA 18 18 100% 100% 100% 

2021 PERDATA 15 15 100% 100% 100% 

 
Pada Tabel diatas menunjukkan data bahwa sejak tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021, pengadilan negeri lubuklinggai selalu mencapai target 100% 

dalam penyelesaian sisa perkara perdara. Hal ini menunjukkan kinerja 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap penyelesaian sisa perkara pada tahun 

sebelumnya selalu konsisten. 

 
1.2.  PRESENTASE SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN 

Proses penyelesaian perkara yang memerlukan waktu, menyebabkan 

terjadinya tunggakan sisa perkara pada tahun yang akan datang. Selain perkara 

yang sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, penyebab lainnya 

adalah terjadinya pelimpahan perkara atau perkara yang masuk pada akhir 

tahun.  

Sisa perkara Pidana pada tahun 2020 sebanyak 102 perkara yang terdiri 

dari 100 perkara Pidana Biasa dan 2 perkara Pidana Khusus Anak. Pada tahun 



2021 sisa perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya yang berarti bahwa 

target penyelesaian sisa perkara sebesar 100% dapat dicapai. 

 

TAHUN JENIS PERKARA 
SISA PERKARA 

TAHUN 
SEBELUMNYA 

SISA PERKARA TAHUN 
SEBELUMNYA YANG 

DISELESAIKAN 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 PIDANA 130 130 100% 100% 100% 

2020 PIDANA 141 141 100% 100% 100% 

2021 PIDANA 102 102 100% 100% 100% 

 

Pada Tabel diatas menunjukkan data sejak tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2021, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapai target 

100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap 

penyelesaian sisa perkara selalu dapat mencapai target yang ditetapkan. 

 

1.3. PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU 

Dalam rangka merespons keluhan masyarakat akan lamanya 

penyelesaian perkara. Pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan 

Surat Edaran No. 2 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 

dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pada peraturan 

tersebut ditentukan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 

maksimal menjadi 5 (Lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. 

 

TAHUN 
JENIS 

PERKARA 
PERKARA YANG 
DISELESAIKAN 

PERKARA YANG 
DISELESAIKAN TEPAT 

WAKTU 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 PERDATA 127 121 80% 95,2% 119% 

2020 PERDATA 113 90 80% 79,6% 99,5% 

2021 PERDATA 147 137 100% 93,1% 93,1% 

 
Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyelesaikan 

sebanyak 147 Perkara Perdata yang terdiri dari 43 Perkara Gugatan, 40 Perkara 

Gugatan Sederhana dan 64 Perkara Permohonan. Dari total 147 perkara yang 

diselesaikan terdapat 137 perkara yang diselesaikan tidak melebihi waktu yang 

telah ditentukan yakni maksimal 5 bulan untuk Perkara Gugatan/permohonan 

serta 25 hari kerja untuk Gugatan Sederhana. Sedangkan sisa nya yaitu sebanyak 

10 perkara diselesaikan melebihi waktu 5 bulan. 

Pada Tabel diatas menunjukkan data sejak tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2021, bahwa capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 

cukup baik.  

 



1.4. PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU 

Dalam rangka merespons keluhan masyarakat akan lamanya 

penyelesaian perkara. Pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan 

Surat Edaran No. 2 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 

dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pada peraturan 

tersebut ditentukan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 

maksimal menjadi 5 (Lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. 

 

TAHUN 
JENIS 

PERKARA 
PERKARA YANG 
DISELESAIKAN 

PERKARA YANG 
DISELESAIKAN TEPAT 

WAKTU 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 PIDANA 897 897 100% 100% 100% 

2020 PIDANA 895 895 100% 100% 100% 

2021 PIDANA 845 845 100% 100% 100% 

 
Pada tahun 2021 perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau sebanyak 845 perkara. Dari total sebanyak 845 perkara yang 

diselesaikan, semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak melebihi 

waktu yang telah ditentukan yakni maksimal 5 bulan.  Pada Tabel diatas 

menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara konsisten dapat 

merealisasikan target sebesar 100% untuk penyelesaian perkara pidana tepat 

waktu.  

 

1.5. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING 

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Banding dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau dalam memutus perkara, dengan mengukur tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap putusan hakim. 

 

 

.

  

Sesuai dengan tabel di atas, secara umum capaian sasaran Persentase 

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2021 adalah 

sebanyak 968 Perkara dari total 993 perkara yang diputus atau sekitar 97,4%. 

Terhadap capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 tingkat 

kepercayaan masyarakat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

masih tinggi. 

TAHUN 
PERKARA 
DIPUTUS 

PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN 
BANDING 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 1022 989 100% 96,7% 96,7% 

2020 1008 973 100% 96,5% 96,5% 

2021 993 968 100% 97,4% 97,4% 



 
1.6. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI 

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau dalam memutus perkara, dengan mengukur tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap putusan hakim. 

 

 

.

  

Sesuai dengan tabel di atas, secara umum capaian sasaran Persentase 

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2021 adalah 

sebanyak 982 Perkara dari total 993 perkara yang diputus atau sekitar 97,7%. 

Terhadap capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 tingkat 

kepercayaan masyarakat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

masih tinggi. 

 

1.7. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM 

PENINJAUAN KEMBALI 

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan Kembali dimaksudkan untuk menggambarkan upaya 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memutus perkara, dengan mengukur 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. 

 

 

.

  

 
Sesuai dengan tabel di atas, secara umum capaian sasaran Persentase 

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 

2021 adalah sebanyak 990 Perkara dari total 993 perkara yang diputus atau 

sekitar 99,6%. Terhadap capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2021 tingkat kepercayaan masyarakat pada putusan hakim Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau masih tinggi. 

 

 

TAHUN 
PERKARA 
DIPUTUS 

PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN 
KASASI 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 1022 1009 100% 98,7% 98,7% 

2020 1008 990 100% 98,2% 98,2% 

2021 993 982 100% 97,7% 97,7% 

TAHUN 
PERKARA 
DIPUTUS 

PERKARA YANG TIDAK 
MENGAJUKAN PENINJAUAN 

KEMBALI 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 1022 1021 100% 99,9% 99,9% 

2020 1008 1007 100% 99,9% 99,9% 

2021 993 990 100% 99,6% 99,6% 



1.8. PRESENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI 

Untuk menghindari stigma buruk terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum, maka setiap tahap dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan 

diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Istilah diversi mulai dikenal 

sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) yang selanjutnya juga diterbitkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Total sebanyak 8 perkara pidana anak yang dilakukan diversi pada 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2021. Dari total 8 perkara yang 

ditangani tersebut terdapat 3 perkara yang berhasil diversi di Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau atau sebesar 37,5%. 

 

TAHUN PERKARA PIDANA ANAK 
DISELSAIKAN MELALUI 

DIVERSI 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 69 2 20% 2.89% 14,4% 

2020 10 2 20% 20,0% 100% 

2021 8 3 45% 37,5% 83,3% 

 

Merujuk kepada tabel diatas secara umum capaian sasaran Persentase 

perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi pada tahun 2021 sebesar 

83,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengadilan negeri Lubuklinggau 

dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi meningkat dalam 2 

tahun terakhir. 

 
1.9. INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN 

PERADILAN 

Survei Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat berpedoman kepada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 

Publik dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan 

Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan 

Peradilan Dibawahnya. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap 3 bulan, 



Pelaksanaan survey dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER 

yang dapat diakses melalui http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id. 

Survey dilakukan terhadap berbagai macam responden seperti polisi, jaksa, 

advokat dan masyarakat umum. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

mendapatkan nilai kumulatif Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95 yang 

berarti berada pada kategori SANGAT BAIK.  

 
2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

Sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

merupakan sasaran utama dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan efektivitas pengelolaan perkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

dengan mengukur tingkat pelaksanaan proses penyelesaian perkara. 

Sasaran ini menggunakan 5 Indikator Kinerja Utama. Data pada Tabel di bawah 

ini menunjukkan bahwa Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada 

tahun 2021 sebesar 76.7%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada 

tahun 2021 masih belum baik. Hal tersebut dikarenakan indikator penyelesaian 

perkara melalui mediasi capainnya sangat rendah. 

 
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara  

2.1. Persentase salinan putusan perkara perdata 
yang dikirim kepada para pihak tepat waktu. 

2.2. Persentase salinan putusan perkara pidana 
yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 

2.3. Persentase perkara yang diselesaikan 
melalui mediasi 

2.4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan 
Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

2.5. Persentase putusan yang menarik perhatian 
masyarakat yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah putus.  

100% 
 

100% 
 

45% 
 

100% 
 
 

89% 

100,0% 
 

100,0% 
 

2,9% 
 

100,0% 
 

 
68,6% 

100,0% 
 

100,0% 
 

6,4% 
 

100,0% 
 
 

77,1% 

Rata-Rata 86,8% 74,3% 76.7% 

 

2.1. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA 

PARA PIHAK TEPAT WAKTU 

Proses akhir dari penyelesaian perkara perdata di Pengadilan adalah 

diterimanya putusan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat. Dengan 

proses penyelesaian perkara di pengadilan yang tidak sebentar bahkan hingga 

memakan waktu berbulan-bulan, maka tahap ini adalah tahap yang paling 

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/


ditunggu oleh para pihak yang berperkara guna memastikan status hukum dari 

perkara yang sedang mereka hadapi. 

 

TAHUN JUMLAH PUTUSAN 
JUMLAH PUTUSAN YANG 
DITERMA TEPAT WAKTU 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 127 117 100% 100% 100% 

2020 113 113 100% 100% 100% 

2021 148 148 100% 100% 100% 

 
Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mampu memutus 

sebanyak 148 perkara perdata. Dari sebanyak 148 putusan tersebut, seluruh 

putusan sebanyak 148 putusan berhasil disampaikan kepada para pihak tidak 

melebihi waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain tepat pada 

waktunya. 

Pada Tabel diatas menunjukkan data dalam 3 tahun terakhir Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau selalu dapat mencapai target 100% untuk melakukan 

penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu konsisten 

terhadap penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya. 

 

2.2. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK 

TEPAT WAKTU 

Proses akhir dari penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah 

diterimanya putusan oleh para pihak. Dengan proses penyelesaian perkara di 

pengadilan yang tidak sebentar bahkan hingga memakan waktu berbulan-bulan, 

maka tahap ini adalah tahap yang paling ditunggu oleh para pihak yang 

berperkara guna memastikan status hukum dari perkara yang sedang mereka 

hadapi. 

 

TAHUN JUMLAH PUTUSAN 
JUMLAH PUTUSAN YANG 
DITERMA TEPAT WAKTU 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 897 897 100% 100% 100% 

2020 895 895 100% 100% 100% 

2021 842 842 100% 100% 100% 

 
Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mampu memutus 

sebanyak 842 perkara pidana. Dari sebanyak 842 putusan tersebut, seluruh 

putusan sebanyak 842 putusan berhasil disampaikan kepada para pihak tidak 

melebihi waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain tepat pada 

waktunya. 



Pada Tabel diatas menunjukkan data bahwa dalam 3 tahun terakhir 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu dapat mencapai target 100% melakukan 

penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu konsisten 

terhadap penyampaian putusan kepada para pihak tepat pada waktunya. 

 

2.3. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pedoman pelaksanaan mediasi 

di Pengadilan. 

 

TAHUN 
JUMLAH PERKARA 
YANG DILAKUKAN 

MEDIASI 

JUMLAH PERKARA YANG 
DISELESAIKAN MELALUI 

MEDIASI 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 29 4 15% 13.7% 91.3% 

2020 28 2 15% 7,1% 47,3% 

2021 34 1 45% 2,9% 6,5% 

 
Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2021 melakukan mediasi 

perkara sebanyak 34 perkara, dari sebanyak 34 perkara yang dimediasi terdapat 

1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sebanyak 2,9% dari 

total keseluruhan perkara yang dimediasi. Realisasi tersebut belum dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 45%. Jika dilihat dari 

capaian beberapa tahun terakhir, kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam 

menyelesaikan perkara melalui mediasi tidak pernah mencapai target yang telah 

ditetapkan. Hal ini dikarenakan para pihak tidak menemukan kata sepakat pada 

saat pelaksanaan mediasi.  

 

2.4. PRESENTASE BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI DAN PK 

YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU 

Upaya Hukum adalah sebuah langkah yang dilakukan apabila pihak yang 

berperkara merasa tidak puas dengan putusan hakim. Upaya hukum banding 

dapat diajukan dalam tenggan waktu selama 7 hari sejak putusan diberitahukan 

kepada para pihak, sedangkan Upaya Hukum Kasasi dapat diajukan dalam 

tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak. 

 
 
 
 



JENIS PERKARA 
2019 2020 2021 

B K PK B K PK B K PK 

PIDANA 26 9 0 26 13 0 12 4 2 

PERDATA 7 4 1 9 5 1 14 7 1 

JUMLAH 33 13 1 35 18 1 25 11 3 

TOTAL 47 54 40 

 

Pada kurun waktu Januari hingga Desember 2021, Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau menerima permohonan upaya hukum sebanyak 40 permohonan. 

Dari 40 permohonan upaya hukum tersebut, semuanya dapat diajukan dengan 

lengkap dan tepat waktu. 

 

TAHUN 

JUMLAH PERKARA YANG 
DIMOHONKAN UPAYA 

HUKUM 
(B, K, PK) 

JUMLAH PERKARA YANG 
DIAJUKAN UPAYA 

HUKUM SECARA LENGKAP 
(B, K, PK) 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 47 47 100% 100% 100% 

2020 54 54 100% 100% 100% 

2021 40 40 100% 100% 100% 

 
Jika dilihat dari capaian tahun-tahun sebelumnya, maka Pengadilan 

Negeri Lubuklinggau selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu dapat 

mempertahankan kinerja pengajuan upaya hukum dengan lengkap dan tepat 

waktu. 

 

2.5. PRESENTASE PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG 

DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETEALAH DIPUTUS 

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, bahwa putusan perkara 

merupakan sebuah informasi yang wajib dipublikasikan. Berdasarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara Yang Menarik 

Perhatian Masyarakat, disebutkan bahwa perkara yang menarik perhatian 

masyarakat antara lain Korupsi, Natkotika, hutang Piutang Negara, Pencurian di 

Laut, Kejahatan kehutanan dan perkosaan. 

Dalam pelaksanaannya, publikasi putusan dilakukan dengan cara 

mengunggah file putusan pada aplikasi direktori putusan. Sejak 

diintegrasikannya SIPP dengan direktori putusan, maka proses publikasi putusan 

menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Hanya dengan beberapa klik, 

maka file putusan sudah dapat diakses oleh publik pada direktori putusan. 



TAHUN 
JUMLAH PERKARA MENARIK 
PERHATIAN YANG DIPUTUS 

JUMLAH PUTUSAN 
PERKARA YANG 

DIUPLOAD 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 253 218 100% 86,1% 86,1% 

2020 283 224 100% 79,1% 79,1% 

2021 313 215 89% 68,6% 77,1% 

 
Pengadilan Negeri Lubuklinggau memutus sebanyak 313 perkara menarik 

perhatian pada tahun 2021. Dari 313 putusan tersebut sebanyak 68,6% atau 

sebanyak 215 putusan dapat diakses dalam waktu 1 hari setelah diputus. Adapun 

yang menghambat pelaksanaan publikasi putusan sehingga kinerja pada tahun 

2021 agak menurun dari tahun sebelumnya adalah seringnya server direktori 

putusan yang ada pada Makamah Agung Down sehingga proses upload file 

putusan ke menjadi terganggu.  

 
3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN 

TERPINGGIRKAN 

Sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Sasaran ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana kepedulian Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan mengukur 

tingkat pemberian layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menjadi dasar agar Pengadilan menjadi 

lebih ramah terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

Sasaran ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama. Data pada Tabel dibawah 

ini menunjukkan bahwa Capaian Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan 

kepedulian terhadap masyarakat yang koran mampu pada tahun 2021 sudah sangat 

baik. 

 
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

3.1. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

3.2. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
Layanan Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

100% 
 

100% 

NA 
 

100% 
 

 

NA 
 

100% 
 

 

Rata-Rata 100% 100% 100% 

 

 



3.1. PRESENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN 

Salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan Pengadilan kepada 

masyarakat yang kurang mampu adalah perkara prodeo. Prodeo adalah 

pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu sehingga dalam 

berperkara di pengadilan, masyarakat kurang mampu tidak mengeluarkan biaya 

sama sekali. Pada pelaksanaannya prodeo terdiri dari prodeo murni dan prodeo 

menggunakan anggaran APBN.  

Pada tahun 2021 tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang 

masuk ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau. hal ini dapat disebabkan karena tidak 

adanya masyarakat yang kurang mampu yang sedang berperkara atau kurangnya 

informasi kepada masyarakat bahwa Pengadilan memberikan layanan khusus 

bagi masyarakat kurang mampu untuk menyelesaikan perkara secara gratis. Oleh 

karena itu perlu dilakukan sosialisasi lebih luas lagi kepada masyarakat umum 

bahwa pengadilan memberikan layanan khusus bagi masyarakat yang kurang 

mampu untuk berperkara secara gratis. 

 

TAHUN 
JUMLAH 
PERKARA 
PRODEO 

JUMLAH PERKARA PRODEO 
YANG DISELESAIKAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 0 0 100% NA NA 

2020 0 0 100% NA NA 

2021 0 0 100% NA NA 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak 

ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau. hal ini 

menyebabkan indikator ini tidak bisa dilakukan penilaian. 

 

3.2. PRESENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT 

LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 

Dalam keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, bahwa Pada setiap pengadilan 

dibentuk Posbakum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, 

konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

Pelaksanaan Posbakum pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 

2021 dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember. Dalam rentang waktu 

pelaksanaan tersebut terdapat 1.362 permohonan yang masuk, permohonan 

yang masuk tersebut diterima atau ditindaklanjuti 100%. 

 
 



TAHUN 

JUMLAH PENCARI 
KEADILAN 

GOLONGAN 
TERTENTU 

JUMLAH PENCARI KEADILAN 
GOLONGAN TERTENTU YANG 

MENDAPATKAN LAYANAN 
BANTUAN HUKUM 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 237 237 100% 100% 100% 

2020 452 452 100% 100% 100% 

2021 1.362 1.362 100% 100% 100% 

 

Dilihat dari pelaksanaan Posbakum tahun-tahun sebelumnya 

menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Pelaksanaan 

Posbakum selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.  

 

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan 

untuk menggambarkan bagaimana tindak lanjut Pengadilan terhadap Perkara yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diajukan permohonan untuk 

dilakukan eksekusi.  

 
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN 

Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

4.1. Persentase putusan perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

45% NA 
 

 

NA 
 

Rata-Rata NA NA NA 

 

Sasaran ini hanya terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase 

putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti. Data pada Tabel 3.21 menunjukkan 

bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak dapat mencapai 

target yang telah ditetapkan. 

 
4.1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan 

secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Pada tahun 2021 

terdapat permohonan eksekusi, sehingga indikator ini tidak dapat dilakukan 

penilaian.  

 

TAHUN 
JUMLAH PERMOHONAN 

EKSEKUSI 

PERMOHONAN 
EKSEKUSI YANG 

DITINDAKLANJUTI 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

2019 3 2 70% 66.6% 95.1% 

2020 0 0 70% NA NA 

2021 0 0 45% NA NA 

 



REALISASI ANGGARAN 

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2021, Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 7.521.165.000,- (tujuh milyar lima ratus 

dua puluh satu seratus enam puluh lima ribu) yang digunakan untuk melaksanakan 3 kegiatan 

yang terangkum dalam 2 program. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 

7.450.482.990,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu 

Sembilan ratus Sembilan puluh) atau sebesar 99.06%. berikut rincian dari masing-masing 

program: 

NO PROGRAM PAGU REALISASI SISA CAPAIAN 

1 Program Dukungan Manajemen 
Rp. 7.132.495.000,- Rp. 7.075.200.577,- Rp. 57.294.423,- 99.19% 

2 Program Penegakan dan Pelayanan 
Hukum 

Rp. 388.670.000,- Rp. 375.282.413,- Rp. 10.612.413,- 96.55% 

TOTAL Rp. 7.521.165.000,- Rp. 7.450.482.990,- Rp. 67.906.836,- 99.06% 

 

PENUTUP 

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2021 menyajikan berbagai 

keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau Tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada 

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan 

perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang 

diharapkan.  

 

SIMPULAN 

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2021 Secara keseluruhan 

dinyatakan “berhasil”, dengan capaian secara keseluruhan rata-rata sebesar 90,7% dari 

target yang telah ditetapkan yaitu rata-rata 91.2%. Dari sebanyak 17 indikator kinerja 

yang dikelompokkan menjadi 4 sasaran, sebanyak 12 indikator dinyatakan “berhasil” 

karena mencapai target dan capaiannya di atas 85% sedangkan 3 indikator lainnya 

belum berhasil dan 2 indikator tidak dapat dilakukan penilaian. Secara keseluruhan 

capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2021 mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya.  

 



REKOMENDASI 

Terdapat 3 indikator yang belum berhasil dicapai yaitu  

1. persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 Hari setelah putus; 

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; 

3. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. 

dari hasil Analisa yang dilakukan maka pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

menyusun beberapa rekomendasi antara lain : 

1. Akan berusaha sekuat tenaga mengupayakan pelaksanaan mediasi dan juga 

diversi termasuk juga penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan 

Diversi maupun Mediasi. 

2. Sebagai antisipasi kendala yang dihadapi oleh server direktori putusan 

mahkamah agung, maka perlu dibuat sebuah sistem cadangan sebagai media 

publikasi putusan. Apabila server direktori putusan mahkamah agung mengalami 

kendala maka publikasi putusan masih dapat dilakukan.  

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

SK. TIM PENYUSUN LKJIP 2021 

STRUKTUR ORGANISASI 

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 PERTRIWULAN 

DAFTAR PENGHARGAAN 

LAINNYA 


